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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi audit

teknik dan finansial pada proyek konstruksi sebagai berikut:

1.

Identifikasi faktor- yang mempengaruhi audit teknik dan finansial pada
proyek konstruksi mendapatkan 26 (dua puluh enam) indikator
berdasarkan dari kajian toeri, jurnal-jurnal terdahulu dan wawancara
kepada pelaku-pelaku kegiatan tersebut.

Dari hasil penelitian diperoleh faktor-faktor dominan yang mempengaruhi
diantaranya faktor administrasi kontrak berupa kelengkapan hasil uji dan
dokumen pelaksanaan pekerjaan proyek merupakan faktor teratas.
Selanjutnya faktor kualitas hasil audit berupa keahlian kecakapan dalam
mengaudit. Berikutnya faktor sumber daya manusia berupa pengalaman
kerja tim pemeriksa, dan faktor sumber daya manusia berupa indepedensi
tim pemeriksa proyek. Faktor terakhir adalah administrasi kontrak berupa
adanya perubahan pekerjaan (variation order) dalam pelaksanaan proyek.
Kolaborasi antara hasil perhitungan RII dan pembahasan studi kasus
sampel pekerjaan proyek terkait faktor dominan yang mempengaruhi audit
teknik dan finansial pada proyek konstruksi menghasilkan 2 (dua) faktor

yang sering mempengaruhi dan terjadi di lapangan, diantaranya adalah
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adanya perubahan pekerjaan (variation order) pada proyek dan

kelengkapan dokumen dan hasil uji laboratorium yang seringkali belum

terpenuhi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim PPHP.

. Rekomendasi dari faktor-faktor dominan yang mempengaruhi audit teknik

dan finansial adalah sebagai berikut:

a)

b)

Pihak rekanan tidak hanya fokus kepada pekerjaan fisik proyek
semata, melainkan juga menyiapkan beberapa hal diantaranya
kelengkapan administrasi berupa laporan pekerjaan, dokumentasi
foto dari 0% sampai dengan 100%, menyertakan semua hasil uji
laboratorium terkait beberapa item pekerjaan yang dujikan.
Kesesuaian gambar/hasil pekerjaan di lapangan dengan perhitungan
volume pekerjaan juga perlu diperhatikan, agar tidak terjadi
perbedaan.

Untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang baik, diperlukan sikap
intergritas yang tinggi, analisis yang cermat sehingga apabila
terdapat kendala di lapangan yang harus diputuskan secara cepat,
bisa ditindaklanjuti dengan segera berdasarkan aturan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan jumlah tenaga teknik yang terbatas di pemerintah daerah,
maka personil tersebut dituntut untuk dapat bekerja secara maksimal,
sehinnga perlu banyak pelatihan dan pendidikan terkait peraturan-
peraturan yang berisi tentang pengadaan barang jasa, untuk dapat
meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia. Dan

juga dalam kegiatan pemeriksaan suatu pekerjaan konstruksi, setiap
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f)
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personil membutuhkan jam terbang yang tinggi dan sering dilibatkan
dalam kegiatan. Sehingga dapat menambah pengalaman dan juga
mengasah kemampuan dalam melaksanakan tugas.

Independensi sangat penting dimiliki oleh stakeholder suatu
pekerjaan proyek khususnya PPHP dan PPK karena pengaruhnya
besar terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan. Apabila terdapat hal
yang menyalahi aturan maka perlu adanya sikap tegas untuk dapat
memutuskan suatu masalah dengan tetap mengacu pada aturan dan
ketentuan yang berlaku . Sehingga tidak ada unsur KKN dalam
pelaksanaan pekerjaan dengan pihak rekanan atau yang lainnya.
Apabila terdapat perubahan pekerjaan yang terjadi selama
berlangsungnya kegiatan pekerjaan proyek tersebut, dari tim PPHP
menyarankan untuk segera dibuatkan berita acara secara resmi
terkait apa saja item pekerjaan yang mengalami perubahan baik
tambah atau kurang. Dan perlu adanya kajian teknis lebih mendalam
apabila dalam perubahan tersebut sangatlah penting. Sehingga dapat
bermanfaat dan berguna dikemudian hari/ pada saat pemeriksaan
sebagai dasar/acuan atas perubahan pekerjaan yang mana dapat
dipertanggungjawabkan.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan PPHP, tidak hanya mengecek
kelengkapan dokumen pada saat pelaksanaan tetapi juga mengecek
dokumen dari mulai ded, perencanaan, dan tender. Kelengkapan
dokumen berupa foto atau video yang sesuai dengan yang dikerjakan

di lapangan mulai dari nol sampai akhir pekerjaan. Terkait hasil uji
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laboratorium harus ada laporan yang detail barang apa yang akan di
tes, siapa yang membawa, laporan hasil laboratorium harus jelas.
Sehingga hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

g) Pemeriksaan pekerjaan oleh PPHP harus diperkuat dari pemeriksaan
yang dilakukan pengawas/konsultan pengawas baik dari kualitas
ataupun kuantitas sesuai dengan bukti pelaksanaan di lapangan,
sehingga keputusan dari PPHP memiliki dasar yang kuat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Dari hasil penelitian dan studi kasus yang dilakukan dengan wawancara

mendalam, faktor dominan yang sering terjadi pada saat pemeriksaan
yang dilaksanakan oleh PPHP diantaranya terkait perubahan pekerjaan
(variation order) dan kelengkapan administrasi proyek dari ded,
perencanaan, lelang, kontrak sampai hasil laporan akhir pekerjaan proyek.
Kedua hal tersebut dapat dijadikan acuan/perhatian dari pemerintah
daerah terutama pengelola kegiatan (PA/KPA, PPK,PPTK, P3K, PPHP)
dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pekerjaan proyek
konstruksi. Pengelola kegiatan juga harus lebih cermat, hati-hati, dan
tegas dalam menyelesaikan permasalahan dengan masih tetap

memperhatikan faktor dominan lainnya.
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Dalam  menunjang  kinerja  PPHP  dibutuhkan  peran  dari
pengawas/konsultan pengawas secara maksimal sehingga kualitas dari
pemeriksaan teknik dan finansial akan menjadi baik.

Dalam audit finansial, PPHP hanya memeriksa dan menerima baik
kualitas atau kuantitas yang sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang
dituangkan dalam berita acara. Selanjutnya berita acara tersebut dapat
dijadikan acuan rekanan dalam mengajukan pencairan. Maka diperlukan
PPTK dengan kinerja yang baik dan teliti.

Perlunya integritas tinggi dan komitmen yang jelas dari semua pihak
dalam penyelenggaraan pekerjaan proyek konstruksi.

Perlu ditingkatkan lagi kerjasama dan koordinasi dalam bekerja dalam hal
ini terutama dari pengelola kegiatan.

Perlu membuat suatu sistem database yang mewajibkan rekanan mengisi
form checklist online semua berkas dari kontrak sampai pemeriksaan,
sebelum dilakukan pemeriksaan oleh PPHP. Database tersebut dapat juga
berfungsi sebagai arsip untuk instansi karena selama ini belum ada berkas
yang disimpan dalam data, hanya sebatas hardcopy yang disimpan di
gudang.

Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait peran PPHP dengan sudut
pandang kinerja ataupun prosesnya terkait pemeriksaan pekerjaan yang
dilakukan PPHP dalam suatu pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi
yang juga disesuaikan dengan aturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 dan perubahan-perubahannya .
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